BAB 111
PEMBATALAN PERKAWINAN SETELAH KEMATIAN SUAMI

(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
NOMOR: 32/PDT.G/2020/PTA.SMD)

A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd
1. Kronologi Perkara
Adapun dalam putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd ini majelis hakim
pada tingkat banding telah memeriksa dan mengadili dalam perkara pembatalan nikah

dengan kronologis perkara sebagai berikut :

Hj. Juhaeda Rachim binti H. Abd. Rachim, berumur 51 tahun, beragama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Jalan Bhayangkara, Gang Sentosa, No. 31 Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, dan selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat sekarang sebagai
Pembanding.

Dalam perkara tersebut, Pembanding melawan Norliana binti H. Mahmud,
berumur 46 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan sebagai ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean Komplek Batuah No.
92, Rt. 005 Rw. 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten

Paser, yang mana memberi kuasa kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H. seorang advokat

! Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 1.
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yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu, Kota Banjarmasin, beradasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019, dan selanjutnya disebut semula sebagai
Tergugat sekarang sebagai Terbanding.

Kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, yang
beralamat di Jalan Setia Karsa, Desa Mungkur Ayam, Kecamatan Juai, Kabupaten
Balangan, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Kepala KUA Kecamatan Juai
bernama Ahmad Ghazali, S.H.l. beralamat di Perum Al-Husna, Rt. 6 Kelurahan Batu
Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, yang

selanjutnya disebut semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding.

Adapun kronologi kasus posisi yang penulis pahami sebagaimana yang
diterangkan dalam duduk perkara pada putusan Nomor: 440/Pdt.G/2019/PA.Tgt, yang
diputus pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat, menjelaskan bahwa:

a. Bahwa Penggugat (Pembanding) adalah istri H. Ismail Achmad, S.H. yang
menikah pada tanggal 29 Desember 1992 yang telah menikah secara resmi dan
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar,
sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/49/1X/2013, tanggal 25
September 2013;

b. Bahwa semasa hidup berumah tangga antara Penggugat dan H. Ismail Achmad,

S.H. belum dikaruniai anak;
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Bahwa H. Ismail Achmad, S.H. telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal
22 Agustus 2013 di Rumah Sakit Umum Kanujoso Balikpapan karena sakit
dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan di TPU Paser Belengkong;
Bahwa sampai dengan meninggalnya H. Ismail Achmad, S.H., antara
Penggugat dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai dan dalam keadaan
beragama Islam;

Bahwa almarhum sebelum meninggal dunia telah berpoligami dengan Tergugat
(Terbanding) pada tanggal 21 April 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah KUA Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, sesuai Duplikat Buku Nikah
Nomor: 043/08/1VV/2004, tanggal 21 April 2003;

Bahwa antara Tergugat dengan almarhum memiliki 2 orang anak yang bernama
Aliyya Nur Yasmin binti H. Ismail Achmad dan Muhammad Alif al-Basith bin
H. Ismail Achmad. Kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
Bahwa antara Tergugat dengan almarhum melakukan poligami tersebut tanpa
adanya izin dari Pengadilan Agama, sehingga perkawinan H. Ismail Achmad
dengan Tergugat terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk
melangsungkan perkawinan. Karena terdapat pelanggaran UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan pada Pasal 71 KHI poin a yang berbunyi suatu
perkawinan dapat dibatalkan apabila “seorang suami melakukan poligami tanpa

izin Pengadilan Agama”;
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h. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 Tergugat mengajukan permohonan
Duplikat Buku Nikah dengan alasan buku nikah antara H. Ismail Achmad dan
Tergugat rusak;

I. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, Duplikat Buku Nikah almarhum H. Ismail
Achmad dan Tergugat ditarik oleh KUA Kecamatan Juai Kabupaten Balangan,
dikarenakan terdapat perbedaan identitas yang tertulis antara akta nikah asli
dengan yang terdapat pada duplikat kutipan akta nikah;

j. Bahwa Penggugat merasa pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak
sah menurut agama dan/atau peraturan yang berlaku, oleh karenanya Penggugat
memohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk membatalkan
pernikahan antara H. Ismail Achmad, S.H. dengan Tergugat dan menyatakan

pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum.?

Selanjutnya, dengan kronologi kasus di atas dan dengan memperhatikan bukti-
bukti yang ada serta segala pertimbangan hukum, maka majelis hakim pada tingkat
pertama memberikan putusan sebagaimana yang termuat pada putusan Nomor:
440/Pdt.G/2019/PA.Tgt, yang amarnya sebagai berikut:

1) Dalam Eksepsi, yaitu menolak eksepsi Tergugat sebagian dan mengabulkan

sebagian.

2 pengadilan Agama Tanah Grogot, Putusan Nomor: 440/Pdt.G/2019/PA.Tgt, 2-3.
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2) Dalam Pokok Perkara, yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Adapun dengan adanya putusan pada tingkat pertama tersebut, Penggugat
merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan banding dengan
mendatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tanah
Grogot pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, dan pernyataan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dan

kepada Turut Terbanding hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020.

Kemudian Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus
2020, sebagai berikut:

a) Bahwa Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam memutus perkara a quo tidak
berlaku adil kepada Pemohon Banding/Penggugat sebagai pencari kebenaran
dan keadilan.

Bahwa Pemohon Banding/Penggugat sudah sangat jelas mendalilkan di dalam
gugatannya bahwa H. Ismail Achmad, S.H. telah meninggal dunia pada hari
Kamis tanggal 22 Agustus 2013 (poin 3 gugatan) dan telah di eksepsi
Terbanding pada poin 2 eksepsinya. Bahwa jika Pengadilan tidak menerima
gugatan Pembanding dan/atau dikabulkannya eksepsi Terbanding dengan
alasan gugatan Pembanding/Penggugat telah kadaluarsa karena H. Ismail
Achmad, S.H. telah meninggal dunia, maka sudah seharusnya Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi Terbanding
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dan/atau tidak dapat menerima gugatan Pembanding/Penggugat di dalam
putusan sela dan bukannya melanjutkan perkara a quo sampai selesai (kurang
lebih 11 bulan) sehingga merugikan Pembanding/Penggugat dalam berbagai
hal. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah
Grogot dalam perkara a quo adalah cacat demi hukum dan/atau batal demi
hukum.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam perkara
a quo khilaf, menyesatkan dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksudkan Pembanding/Penggugat bukanlah menyangkut
putusnya perkawinan antara H. Ismail Achmad, S.H. dengan Termohon
Banding sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim
dalam perkara a quo, tetapi yang Pembanding/Penggugat gugat adalah
pembatalan perkawinan antara H. Ismail Achmad, S.H. dengan
Terbanding/Tergugat. Bahwa perkawinan yang dilakukan secara melawan
hukum antara suami Pembanding/Penggugat H. Ismail Achmad, S.H. dengan
Terbanding/Tergugat tersebut bagaikan duri dalam daging
Pembanding/Penggugat dan karenanya sangatlah beralasan untuk dibatalkan.
Bahwa Turut Terbanding sendiri telah mengakui bahwa pada tanggal 13 Januari
2014 Terbanding/Tergugat mengajukan permohonan Duplikat Akta Nikah
dengan alasan Kutipan Akta Nikah antara Ismail (bukan H. Ismail Achmad,

S.H) dan Norliana (Terbanding/Tergugat) rusak (poin 7) dan membatalkan
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perkawinan H. Ismail Achmad, S.H. dengan Norliana binti H. Mahmud atau
Terbanding/Tergugat.

Bahwa dengan demikian tidaklah beralasan hukum jika Majelis Hakim dalam
perkara a quo mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat dan/atau tidak dapat

menerima gugatan Pembanding/Penggugat.®

2. Tuntutan

Dengan adanya kronologi perkara seperti di atas serta berdasarkan dalil-dalil
yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, maka
Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Samarinda supaya berkenan untuk:

— Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam perkara a quo

dan mengadili sendiri perkara ini.
Dalam Eksepsi :

— Menolak semua eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan/atau mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk

seluruhnya.

3 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 2-3.
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2. Membatalkan perkawinan H. Ismail Achmad, S.H.(alm) dengan
Terbanding/Tergugat yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai,
Kabupaten Balangan pada tanggal 21 April 2003.

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/08/1\V/2004
tanggal 21 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan tidak berkekuatan hukum.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

3. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mempelajari,
memeriksa dan menelaah dengan seksama mengenai berkas perkara dan pertimbangan-
pertimbangan hukum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot
Nomor: 440/Pdt.G/2019/PA.Tgt, serta membaca dan meneliti memori banding dari
pihak Pembanding/Penggugat dan juga kontra memori banding dari pihak
Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri
mengenai perkara ini.

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Agustus
2020, yang mana sebelumnya kedua belah pihak hadir pada waktu pembacaan Putusan
Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 29 Juli 2020, maka dengan demikian

permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sesuai

4 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 4.
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ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg,
oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk
diperiksa dalam tingkat banding.

Kemudian bahwa karena Terbanding mengajukan eksepsi tentang kewenangan
mengadili, gugatan daluwarsa, pemalsuan identitas, gugatan kabur, dan gugatan tidak
sesuai dengan hukum acara, maka Majelis Hakim pada tingkat banding memberikan
pertimbangan hukumnya terlebih dahulu, yaitu:

a. Eksepsi Kewenangan Pengadilan

Pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding mengenai eksepsi
kewenangan Pengadilan, bahwa mereka sependapat dengan apa yang telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena dianggap sudah tepat dan
benar. Dimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama memberikan putusan sela
yang amarnya menolak eksepsi Terbanding/Tergugat dan memerintahkan kepada para
pihak untuk melanjutkan perkara.®

b. Eksepsi Gugatan Daluwarsa

Majelis Hakim dalam tingkat banding memberikan pertimbangan bahwa karena
perkara ini termasuk dalam ranah perdata, maka Majelis Hakim mempertimbangkan
Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat

kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan

® Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 10.
® Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 10.



72

lewatnya waktu tiga puluh tahun...” sedangkan kejadian peristiwa perkawinan yang
dijadikan objek dalam perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tahun 2003
(perkawinan antara Terbanding dengan H. Ismail Achmad pada tanggal 21 April 2003)
atau perkawinan yang terjadi sekitar 15 tahun lalu, maka eksepsi perihal gugatan
daluwarsa yang diajukan Terbanding/Tergugat dinyatakan ditolak. Hal itu karena
perkawinan yang akan dibatalkan tersebut masih berlangsung sekitar 15 tahun dan

belum melewati waktu 30 tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal di atas.”

Kemudian Majelis Hakim tingkat banding juga memberikan pertimbangan,
bahwa perkara ini adalah perkara gugatan pembatalan nikah yang mana permasalahan
tersebut telah diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 37
dan 38 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.
Selanjutnya, Majelis Hakim tingkat banding juga mempertimbangkan pasal-pasal yang
mengatur tentang batas waktu pengajuan pembatalan nikah yaitu Pasal 27 ayat (3) UU
No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan
bahwa hak suami isteri untuk mengajukan pembatalan nikah yang perkawinannya
dilakukan di bawah ancaman atau karena penipuan atau salah sangka menjadi gugur
jika dalam 6 (enam) bulan sejak berakhirnya ancaman atau diketahui adanya penipuan
atau salah sangka tersebut suami isteri tersebut masih hidup sebagai suami isteri dan

tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan nikah.®

" Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 11.
8 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 11-12.
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Dalam ketentuan Pasal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat
bahwa peraturan tersebut ditujukan bagi suami istri yang jadi subjek atau pelaku dari
perkawinan yang akan dibatalkan yang dalam perkara a quo adalah perkawinan antara
Tergugat dan H. Ismail Achmad, sedangkan Pembanding/Penggugat bukan subjek atau
pelaku dari perkawinan yang jadi objek gugatan pembatalan nikah pada perkara ini.
Sehingga hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah tidak gugur atau
daluwarsa berdasarkan kedua pasal di atas, maka eksepsi terbanding tentang gugatan
daluwarsa dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim tingkat banding.

c. Eksepsi Pemalsuan Identitas

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding telah benar
dalam mencantum alamat yaitu di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser , Kalimantan Timur, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Domisili
yang Pembanding laporkan kepada Kantor Kelurahan Tanah Grogot. Pendapat Majelis
Hakim ialah hal ini semata-mata untuk domisili sementara Penggugat selama
berperkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot sehingga memudahkan menghadiri
proses sidang, bukan bermaksud sengaja memalsukan identitas seperti tuduhan dari
pihak Terbanding.®

Selanjutnya, sesuai laporan Pembanding kepada Kantor Kelurahan Tanah
Grogot untuk berdomisili di tempat tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 25 UU No. 1

Tahun 1974 jo Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum

® Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 12.
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Islam dinyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada
Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat
tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Berdasarkan ketentuan tersebut dan juga
berdasarkan dalil gugatan Pembanding, jawaban Terbanding, dan jawaban Turut
Terbanding, diketahui bahwa perkawinan yang dimohonkan pembatalannya oleh
Pembanding adalah bertempat di wilayah Kecamatan Juai Kabupaten Balangan yang
merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai, dan tergugat bertempat
tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang merupakan wilayah hukum
dari Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu pengajuan gugatan perkara
pembatalan perkawinan a quo dapat diajukan pada salah satu Pengadilan Agama
tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan pihak Pembanding
memilih berperkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot maka Pengadilan tersebutlah
yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, sehingga eksepsi Terbanding
dinyatakan tidak cukup alasan dan ditolak oleh Majelis Hakim tingkat banding.

d. Eksepsi Kabur Gugatan

Adapun dalam eksepsi kabur gugatan yang diajukan Terbanding, oleh Majelis
Hakim tingkat banding dinyatakan tidak cukup alasan dan dinyatakan ditolak, hal
tersebut karena menurut pendapat Majelis Hakim adalah identitas baik identitas

Pembanding maupun Terbanding telah cukup jelas, sedangkan masalah ketidak
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sesuaian identitas antara Akta Nikah dengan Duplikat Akta Nikah sudah menyangkut
masalah materi pokok.°
e. Eksepsi Gugatan tidak sesuai dengan Hukum Acara

Dalam esksepsi masalah ini Terbanding berpendapat bahwa dalam gugatan
Pembanding, Pembanding menempatkan Norliana binti Mahmud sebagai Tergugat
Utama sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sebagai
Turut Tergugat. Hal itu ialah tidak tepat, mestinya pihak yang menerbitkan suratlah
yang menjadi Tergugat Utama. Maka hal yang demikian mengakibatkan gugatan

menjadi kabur karena cacat formal.™t

Berdasarkan argumen Terbanding di atas, bahwa Majelis Hakim tingkat
banding tidak sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Terbanding tersebut,
karena gugatan Pembanding bukan semata-mata pembatalan surat dimaksud, akan
tetapi dititik beratkan pada gugatan pembatalan peristiwa hukum berupa pernikahan
antara Terbanding dengan H. Ismail Achmad, S.H., oleh karena itu eksepsi Terbanding

dinyatakan tidak cukup alasan dan ditolak oleh Majelis Hakim tingkat banding.

Kemudian setelah pertimbangan hukum terhadap eksepsi Terbanding ditolak
oleh Majelis Hakim tingkat banding seperti yang dijelaskan di atas, maka selanjutnya

setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan

10 pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 13.
11 pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 14.
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hukum dalam putusan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding
memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Majelis Hakim tingkat banding menimbang bahwa tentang waktu pelaksanaan
pernikahan antara Ismail Achmad, S.H. (alm) dengan Norliana adalah terjadi pada
tanggal 21 April tahun 2004 bukan pada tahun 2003, hal itu merujuk kepada keterangan
yang ada pada persyaratan nikah seperti N.1 sampai dengan N.5 baik dari calon suami
atau calon istri maupun Surat Keterangan Nikah Nomor 043/08/1\V/2004 tanggal 24
April 2004. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa
tentang identitas terkait nama almarhum suami Pembanding apakah Ismail Achmad,
S.H. atau Ismail saat menikah dengan Norliana, berdasarkan surat-surat bukti berupa
P.4,P.5 P.6,P.8 P9danT.1, T.2, T.3, T.4, T.6 maupun bukti keterangan saksi-saksi
yang diajukan oleh pembanding menyebutkan Ismail Achmad, S.H. maka oleh karena
itu maksud nama tersebut adalah Ismail Achmad, S.H. dan bekerja sebagai Pegawai
Negeri Sipil, bukan swasta.?

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding berikutnya adalah bahwa Ismail
Achmad, S.H. ketika hendak menikah dengan Terbanding mengaku sebagai duda cerai
mati yang mana dinyatakan bahwa istrinya yang bernama Masdinah telah meninggal
dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Buntu
Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Padahal kenyataannya istri sah Ismail

Achmad, S.H. bukanlah bernama Masdinah melainkan Hj. Juhaeda Rachim yang

12 pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 17.
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sampai saat ini masih hidup dan sekarang sebagai Pembanding/Penggugat. Dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Ismail Achmad, S.H. masih memiliki
ikatan perkawinan yang sah dengan Hj. Juhaeda Rachim (Pembanding) ketika menikah
dengan Norliana (Terbanding), maka seharusnya ketika ingin melangsungkan
perkawinan lagi harus meminta izin Pengadilan Agama sebagai izin poligami sesuai
ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya permasalahan
tersebut Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa Ismail Achmad, S.H. telah
melakukan poligami liar yang melanggar ketentuan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974.

Kemudian Majelis Hakim tingkat banding juga menimbang bahwa mengenai
alasan gugatan telah daluwarsa harus dikesampingkan, karena permohonan pembatalan
perkawinan yang dimaksud dalam perkara a quo adalah pernikahan yang dilaksanakan
antara Ismail Achmad, S.H. dengan Norliana (Terbanding) ketika masih hidup yakni
pada tanggal 21 April 2004. Lalu menimbang bahwa dengan ditariknya Duplikat
Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai Kabupaten
Balangan, karena data yang terdapat di Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak sesuai
dengan data yang terdapat pada Akta Nikah yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2015,
maka terdapat indikasi bahwa pernikahan Ismail Achmad, S.H. dengan Norliana
dilakukan dengan itikad tidak baik.*

Karena perkawinan Ismail Achmad, S.H. dilaksanakan dengan tidak beritikad

baik dengan menggunakan surat kematian yang tidak benar dan pemalsuan identitas

13 pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 19-20.
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sebagai Pegawai Negeri Sipil mengaku sebagai pegawai swasta, maka dengan
demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan antara Ismail
Achmad, S.H. dengan Norliana tersebut tidak menimbulkan akibat hukum sebagai
suami istri seperti terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah
zaujiyah, harta bersama dan waris. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berlandaskan
pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27
November 2019. Sedangkan tentang anak yang dihasilkan dari perkawinan Ismail
Achmad, S.H. dengan Norliana tersebut untuk menjamin kepentingan anak maka dapat
diajukan permohonan asal-usul anak.

Selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat-
alat bukti yang diajukan Pembanding dan Turut Terbanding telah nyata bahwa
pernikahan Ismail Achmad, S.H. dengan Norliana (Terbanding) telah terjadi
pemalsuan identitas saat mendaftarkan pernikahannya. Oleh karena terdapat beberapa
persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang tidak terpenuhi, maka Majelis
Hakim tingkat banding menyatakan perkawinan tersebut tidak sah dan harus
dibatalkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim
tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor:
440/Pdt.G/2019/PA.Tgt. tanggal 29 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga

putusan tersebut dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan

14 pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 20-21.
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mengadili sendiri perkara ini yaitu mengabulkan gugatan Pembanding sebagaimana

akan disebutkan dalam amar putusan.

4. Amar Putusan

Dengan mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan hakim tentang perkara
tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memutuskan:*s

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor:
440/Pdt.G/2019/PA.Tgt. tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri :
Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat tidak cukup alasan;
2. Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan almarhum H. Ismail Achmad, S.H. dengan

Terbanding/Tergugat (Norliana binti H. Mahmud) yang dilaksanakan pada

15 pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, 21-22.
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tanggal 21 April 2004 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan Nomor: 04/08/1\V/2004 tanggal 21 April 2004;

3. Menyatakan Akta Nikah maupun Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/08/1\V//2004
tanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Juai Kabupaten Balangan tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding sejumlah Rp.
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya perkara dalam tingkat
pertama sejumlah Rp. 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, dimana putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa dihadiri

oleh pihak-pihak berperkara.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan
Perkawinan Setelah Kematian Suami dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Sebelum penulis menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam
memutus perkara pembatalan perkawinan setelah kematian suami dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, maka penulis
akan menjelaskan terlebih dahulu akar permasalahan yang ada pada perkara ini.
Bahwasanya yang menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini ialah tentang

keabsahan  permohonan  pembatalan  perkawinan yang diajukan  oleh
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Pembanding/Penggugat yang mana permohonan tersebut diajukan setelah kematian
suaminya.

Adapun mengenai pembatalan perkawinan di Indonesia, bahwa perkawinan di
Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami terbuka. Hal itu tersirat dalam Pasal
1 UU No. 1 Tahun 1974, dimana dalam pasal tersebut apabila kita telaah lebih lanjut
maka dalam pengertian perkawinan tersebut terdapat kalimat yang menyatakan bahwa
perkawinan hanya bisa dilaksanakan antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan, sehingga pada asasnya perkawinan di Indonesia adalah bersifat
monogami.t®

Akan tetapi bila kita lihat dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa
“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari
seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.” Maka dengan
adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas
monogami terbuka, sehingga dalam keadaan tertentu seorang suami boleh melakukan
poligami yang bersifat tertutup, yaitu poligami tidak bisa sembarangan dilakukan oleh

seseorang tanpa adanya izin dari hakim Pengadilan.'®

16 Kelik Wardiono, dkk., Hukum Perdata, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018),
70.

17 Kelik Wardiono, dkk., Hukum Perdata, 71.

18 Gina Maulani, Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/AG/2015 Tentang
Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Isteri Pertama Terhadap Perkawinan Isteri Kedua Yang
Dilaksanakan Tanpa lzin Isteri Pertama, Skripsi, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
2018), 7.
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Perkawinan poligami yang dilakukan seseorang tanpa memenuhi ketentuan-
ketentuan yang telah termuat dalam perundang-undangan mengenai perkawinan seperti
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
maka terhadap perkawinan kedua atau perkawinan poligami tersebut dapat diajukan
permohonan pembatalan perkawinan atasnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24
Undang-Undang Perkawinan. Lalu untuk permohonan pembatalan perkawinan dapat
diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu
dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-isteri, atau di tempat tinggal suami atau
isteri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan.*

Secara lengkap peraturan pembatalan perkawinan dapat kita jumpai pada
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur dalam Bab 1V
dari Pasal 22 sampai Pasal 28. Sedangkan, pembatalan perkawinan dalam Kompilasi
Hukum Islam diatur dalam Bab X1 dari Pasal 70 sampai Pasal 76 KHI. Dimana menurut
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam adalah bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan
dalam rentang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diketahuinya perkawinan itu tidak
memenuhi ketentuan perundang-undangan.®

Selanjutnya berbicara terkait pembatalan perkawinan dalam Islam, maka dalam

khazanah figih Islam pembatalan perkawinan disebut dengan istilah fasakh. Dimana

19 Gina Maulani, Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Agung, 7.

20 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 10, 344.
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menurut Abdul Wahhab Khallaf juga memberikan penjelasan bahwa jika istilah fasakh
itu disandarkan kepada istilah nikah, maka ia memiliki makna membatalkan atau
membubarkan suatu pernikahan dikarenakan terdapat alasan-alasan tertentu yang

menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.

Fasakh nikah dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu bentuk fargan atau
pemutus hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Dalil yang digunakan sebagai

dasar hukum fasakh di antaranya melihat pada Q.S an-Nisa/4: 23.

;/ /J/\LS_S\ ;ﬂlw\j g_,}-y\ W} CY\ wj jv&\&}j (’g}}\j r_{,,,,j ”‘fi : w)}
B 06 Fe ales o 1S 12 8 1 o 180 iRy St e e K0T
ool BuY My\ & 5&;.4 o (&w\ J.U\ V&u Joujgvi«u s % is V,Lﬂ
(@) 15 3 S5

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan,
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan,
saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu
sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri)
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu
belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa
kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu
(menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang”.?

Adapun untuk perkawinan poligami yang tidak memenuhi ketentuan yang ada

maka memungkinkan untuk dapat dibatalkan atau memungkinkan untuk batal demi

2L Abdul Wahab Khallaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-lslamiyah,
(Quwait: Dar al-Qalam, 1990), 60.

22 |_ajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag, (aplikasi Mushaf Al-Qur'an).
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hukum (mutlak batal). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.?® Kemudian alasan suatu

perkawinan dikatakan batal demi hukum yaitu mutlak batal ialah seperti penjelasan
dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

a. Seorang suami melakukan perkawinan, sedangkan dia tidak berhak melakukan
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari
keempat istrinya itu dalam iddah talak raj i;

b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah di /i ‘annya;

c. Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri
tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi;

d. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah,
semenda, dan susuan derajat yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU
No.1 Tahun 1974.2

Sedangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan beberapa alasan seperti
yang dijelaskan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

a. Suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria lain yang mafqud;

c. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;

23 Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama,
2021), 114,

24 Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 116.
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Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan;
Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak
berhak;

Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.®

Sementara penyebab fasakh yang dapat dijadikan alasan penjatuhan fasakh dalam

syariat Islam ialah di antaranya sebagai berikut:

1.

2.

Tidak adanya kesamaan, yaitu tidak setara atau tidak saling sekufu.

Terdapatnya aib, yaitu terdapat aib pada masing-masing pihak suami atau istri.
Misalnya penyakit gila, kusta, lepra, balak, dan lain sebagainya.

Kurangnya nafkah dari suami, maksudnya adalah jika suami tidak mau melunasi
mahar sesuai yang telah disetujui sebelumnya, atau berbeda dengan mahar paada
umumnya. Selain itu, suami tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya
kepada sang istri.

Pindah agama, ialah apabila salah satu pasangan murtad atau pindah agama.

Adanya khiyar, yaitu hak memilih.?

Adapun dalam permasalahan ini, perkawinan yang menjadi objek dalam

perkara pembatalan perkawinan ini ialah termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan

% Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 114.
% Abdul Syukur al-Azizi, Kitab Lengkap dan Praktis Figih Wanita, (Yogyakarta: Noktah,

2017), 253-254.
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yaitu dengan alasan bahwa suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan

Agama, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan bahwa pihak-pihak
yang berhak atau dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah di antaranya:
1. Para pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
2. Suami atau Istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus;
4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum

secara langsung perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.?”

Dimana dalam perkara ini yang menjadi Penggugat/Pembanding adalah istri
pertama yaitu Hj. Juhaeda Rachim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut
Penggugat yang berkedudukan sebagai istri memiliki hak sebagai pihak yang dapat
mengajukan pembatalan perkawinan almarhum suaminya.

Kemudian terkait pengajuan banding dalam perkara pembatalan perkawinan ini
menurut penulis telah dilakukan sesuai dengan hukum acara (hukum formil), karena
pengajuan banding dilakukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu tidak
melebihi 14 hari setelah putusan dibacakan dihadapan para pihak. Sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg.

Lalu untuk prosedur atau tata cara pengajuan gugatan permohonan pembatalan

perkawinan pada perkara ini, menurut penulis telah sesuai dengan prosedur tata cara

2" Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 114-115.
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pengajuan gugatan perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “Tata cara pengajuan
permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan
gugatan perceraian”. Kemudian dijelaskan kembali pada pasal tersebut pada ayat (3)
dijelaskan bahwa “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan,
pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara

tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.%

Selanjutnya setelah penulis mempelajari dan memahami perkara ini, seperti
yang diuraikan dalam duduk perkara, tuntutan pihak Pembanding dan juga eksepsi dari
Terbanding maka dapat penulis pahami bahwa Penggugat/Pembanding selaku istri
pertama merasa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh almarhum suaminya dan
Tergugat/Terbanding yaitu pernikahan yang terjadi pada tahun 2003 tersebut tidak sah
menurut agama dan aturan yang berlaku. Karena tidak adanya izin poligami dari
Pengadilan Agama dan juga pada tahun 2015 Duplikat Buku Nikah almarhum
suaminya dan Tergugat ditarik oleh KUA Kecamatan Juai Kabupaten Balangan
dikarenakan terdapat perbedaan identitas yang tertulis antara akta nikah asli dengan
yang ada pada duplikat kutipan akta nikah. lalu pada kenyataannya juga, istri pertama
selaku Penggugat telah mengetahui pernikahan suaminya dengan Tergugat pada bulan

Agustus tahun 2013 yaitu setelah suaminya meninggal dunia dikarenakan sakit.

28 Raden Dinan R. M, Analisis Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan, Skripsi, (Medan:
Universitas Sumatera Utara, 2019), 44.
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Sehingga gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat setelah 7 tahun lamanya baru
diajukan pembatalan perkawinan.

Dari inti alasan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan di atas, maka
pihak Terbanding mengajukan beberapa eksepsi, diantaranya terkait eksepsi
kewenangan mengadili, gugatan daluwarsa, pemalsuan identitas, kabur gugatan, dan
gugatan tidak sesuai dengan Hukum Acara.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi kewenangan mengadili,
menurut penulis Majelis Hakim tingkat banding telah benar dalam memberikan
pertimbangan hukumnya bahwa karena perkawinan yang dimohonkan pembatalannya
oleh Pembanding adalah dilangsungkan di wilayah Kecamatan Juai Kabupaten
Balangan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai, dan Tergugat
bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser yang merupakan
wilayah hukum dari Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu pengajuan
gugatan perkara pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan pada salah satu
Pengadilan Agama tersebut. Dimana Penggugat memilih untuk mengjukan gugatannya
ke Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal
25 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 74 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam.?

Kemudian mengenai pertimbangan hakim dalam permasalahan gugatan

daluwarsa, dimana dalam pertimbangan eksepsi Majelis Hakim tingkat banding

29 Gina Maulani, Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Agung, 7.
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memberikan pertimbangan melalui Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan “Semua
tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus
karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun...”. Dimana Majelis Hakim
tingkat banding memberikan penafsiran bahwa peristiwa perkawinan yang jadi objek
pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tahun
2003 yang mana perkawinan itu telah terjadi sekitar 15 tahun lalu dan belum melewati

waktu 30 tahun sebagaimana keterangan pasal di atas.

Berikutnya terkait eksepsi gugatan daluwarsa, Mejelis Hakim juga memberikan
pertimbangannya melalui Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (3)
Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa hak suami isteri untuk mengajukan
pembatalan nikah yang perkawinannya dilakukan di bawah ancaman atau karena
penipuan atau salah sangka menjadi gugur jika dalam 6 (enam) bulan sejak berakhirnya
ancaman atau diketahui adanya penipuan atau salah sangka tersebut suami isteri
tersebut masih hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk
mengajukan pembatalan nikah.

Dalam ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat
bahwa peraturan tersebut ditujukan bagi suami istri yang jadi subjek atau pelaku dari
perkawinan yang akan dibatalkan yang dalam perkara a quo adalah perkawinan antara
Tergugat dan H. Ismail Achmad, sedangkan Pembanding/Penggugat bukan subjek atau

pelaku dari perkawinan yang jadi objek gugatan pembatalan nikah pada perkara ini.
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Sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Pembanding tidaklah

daluwarsa berdasarkan kedua pertimbangan di atas.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka penulis menilai bahwa
Majelis Hakim mencoba menafsirkan lebih dalam mengenai permasalahan gugatan
daluwarsa. Karena sejatinya seperti Kita ketahui bahwa Pengadilan tidak boleh untuk
menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan
kepadanya dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk
memerikasa dan mengadilinya, sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun
2009. Kemudian hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal

5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.%

Kewajiban hakim dalam menggali hukum tersebut biasa disebut dengan istilah
Penemuan hukum atau yang disebut dengan istilah rechtsvinding merupakan proses
menemukan nilai-nilai hukum baik yang terdapat pada peraturan perundang-undangan
maupun nilai-nilai hukum yang hidup di lingkungan masyarakat.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim sejatinya merupakan salah satu
alat yang digunakan oleh para hakim untuk tidak hanya sekedar memahami dan
menerapkan arti dan bunyi peraturan perundang-undangan dengan kondisi peristiwa

konkret (penemuan hukum dalam arti sempit), akan tetapi juga ditujukan untuk mengisi

30 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), 106.

31 M. Syamsudin dan Salman Luthan, Mahir Menulis Kasus Hukum, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2018), 131.
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kekosongan hukum (rechtsvacuum) atau menjelaskan suatu ketentuan peraturan
perundang-undangan yang tidak jelas atau kurang jelas yaitu dengan cara memperluas
makna suatu ketentuan undang-undang tersebut (penemuan hukum dalam arti luas),
yang hal tersebut dilaksanakan dengan dua metode penemuan hukum, yaitu metode

penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum.

Adapun penemuan hukum dalam perspektif Islam biasa dikenal dengan istilah
ijtihad, yaitu menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah pencurahan segenap kemampuan
secara penuh untuk mendapatkan hukum syara’ yang ‘amaly dari dalil-dalil yang
tafshili.®* Adapun pengertian ijtihad menurut pakar ushul figih ialah mencurahkan
segenap kekuatan yang dimiliki untuk dapat sampai kepada simpulan hukum Islam
yang dapat diterapkan atas permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan cara menggali
hukum dari sumber hukumnya.3

Dalam menetapkan hukum melalui ijtihad, bisa jadi hasil ijtihad tersebut berada
di atas hukum yang benar sehingga mujtahid tersebut akan mendapatkan dua pahala,
yaitu pahala telah berusaha berijtihad dan pahala karena sudah berusaha menetapkan
hukum yang benar. Sedangkan apabila penetapan hukum hasil dari ijtihad tersebut

masih keliru maka mujtahid itu hanya akan mendapat satu pahala kebaikan.

32 M. Syamsudin dan Salman Luthan, Mahir Menulis Kasus Hukum, 131.

33 Abdul Wahhab Khallaf, Mashadir at-Tasyri” al-Islami fi Ma La Nash fih, (Quwait: Dar al-
Qalam, 1973), 7.

34 Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam, terj. Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar, 2015), 6.
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Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diterangkan dalam Sahih Muslim, hadits nomor

4487, yang artinya:
“Telah berkata kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, telah mengabarkan
kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin
Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Busri bin Sa’id dari Abi Qais bekas budak
‘Amru bin ‘Ash bahwa sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika seorang hakim berijtihad dalam
menetapkan suatu hukum, ternyata hukumnya benar, maka hakim tersebut akan

mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu
hukum, namun dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala”.%

Oleh sebab kewajiban dan peran hakim tersebut, maka menurut penulis dalam
perkara ini Majelis Hakim tingkat banding mencoba berijtihad yaitu memberikan
penafsiran terhadap Pasal 1967 KUHPerdata dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun
1974 jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 1967 KUHPerdata yang
menyatakan “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang
bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh
tahun...”. Dimana Majelis Hakim tingkat banding memberikan penafsiran bahwa
peristiwa perkawinan yang jadi objek pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah
perkawinan yang terjadi pada tahun 2003 yang mana perkawinan itu telah terjadi
sekitar 15 tahun lalu dan belum melewati waktu 30 tahun, sehingga gugatan
Penggugat/Pembanding dianggap tidak daluwarsa.

Menurut penulis bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencoba

mengkonstruksi Pasal 1967 KUHPerdata di atas dengan menggunakan metode analogi

3 Imam Abu Hussain Muslim bin al-Hajjaj, English Translation of Sahih Muslim Volume 4,
terj. Nasiruddin al-Khattab, (Riyadh: Darussalam, 2007), 489-490.
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atau argumentum per analogium, vyaitu pengkonstruksian dengan cara
mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip ini diterapkan
dengan “seolah-olah” memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang
belum ada pengaturannya.® Dimana ketentuan “daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga
puluh tahun” tersebut diperluas ketentuan hukumnya kepada ketentuan daluwarsa

pembatalan perkawinan.

Sementara seperti yang kita ketahui bahwa pada UU No. 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam belum ada peraturan yang jelas yang mengatur tentang
daluwarsa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang mana pembatalan
perkawinan tersebut ditujukan untuk membatalkan perkawinan kedua (poligami) yang
dilakukan oleh suami atau istri. Karena pada prinsipnya menurut penulis bahwa
ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam yang menyebutkan batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan itu
hanya ditujukan untuk membatalkan perkawinan suami istri yang jadi subjek/pelaku

dari perkawinan yang akan dibatalkan.

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya mengenai Pasal 27 ayat (3) UU No.
1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa
hak seorang suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan nikah yang

perkawinannya dilakukan di bawah ancaman atau karena penipuan atau salah sangka

% Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka
Harmonisasi Hukum, (Jurnal, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 15.
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menjadi gugur jika dalam 6 (enam) bulan sejak berakhirnya ancaman atau diketahui
adanya penipuan atau salah sangka tersebut suami isteri tersebut masih hidup sebagai
suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan nikah.
Dalam ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menafsirkan bahwa
peraturan tersebut ditujukan bagi suami istri yang jadi subjek atau pelaku dari
perkawinan yang akan dibatalkan yang dalam perkara a quo adalah perkawinan antara
Tergugat dan H. Ismail Achmad, sedangkan Pembanding/Penggugat bukan subjek atau
pelaku dari perkawinan yang jadi objek gugatan pembatalan nikah pada perkara ini.

Menurut penulis bahwa Majelis Hakim dalam menafsirkan pasal tersebut
menggunakan metode penafsiran tata bahasa (gramatikal) yaitu menafsirkan bunyi
undang-undang dengan berpedoman pada arti kata yang biasa digunakan atau
perkataan sehari-hari pada masyarakat setempat.’’” Bahwa kalimat “seorang suami atau
istri” dalam Pasal tersebut kurang jelas apakah suami istri yang menjadi subjek atau
suami istri yang menjadi objek dari perkawinan yang akan dibatalkan. Sehingga
Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa peraturan tersebut ditujukan bagi
suami istri yang jadi subjek atau pelaku dari perkawinan yang akan dibatalkan, bukan
suami istri yang jadi objek pembatalan perkawinan. Sehingga Majelis Hakim
berpendapat gugatan yang diajukan Pembanding tidaklah daluwarsa.

Akan tetapi menurut penulis, penulis tidak sependapat dengan hasil

pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena apabila kita telaah lebih jauh lagi yaitu

37 Al Umry, Pengantar llmu Hukum, (Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2020), 80.
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pada peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan dalam Rumusan Pleno Kamar Agama, angka 1 tentang Hukum Keluarga
huruf (e) dinyatakan bahwa “Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah

perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.®

Melihat ketentuan tersebut maka telah jelas bahwa permohonan pembatalan
perkawinan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat
diterima. Karena pada kenyataannya, perkawinan yang akan dibatalkan tersebut telah
putus yaitu perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan almarhum Ismail Achmad,
S.H. telah putus disebabkan oleh kematian yang terjadi pada tahun 2013. Seperti yang
diterangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 KHI yang
menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena, (a) kematian; (b) perceraian dan

(c) atas putusan Pengadilan”.®®

Adapun menurut Abdul Manan memberikan pengertian bahwa gugatan tidak
dapat diterima ialah suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima karena terdapat alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu karena
adanya cacat formil.# Kemudian menurut M. Yahya Harahap bahwa ada beberapa
bentuk cacat formil yang mungkin terdapat dalam gugatan, salah satunya yaitu karena

gugatan daluwarsa. Maka putusan yang diberikan harus dengan jelas dan tegas

38 Erlan Naofal, dkk., Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012-2019
(Pengadilan Agama Teluk Kuantan), (Riau: PA Teluk Kuantan, 2020), 19.

% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 343.

40 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana, 2008), 299.
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mencantumkan dalam amar putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard).*

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima juga dapat disebabkan oleh
adanya eksepsi (bantahan) dari pihak tergugat. Dimana eksepsi tersebut ditujukan pada
hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan
yang diajukan ada mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut
tidak sah dan akan dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Jika eksepsi
tersebut diterima oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim Pengadilan akan
mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok

perkara tersebut.*

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa pada hakikatnya permohonan
pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah daluwasa,
dikarenakan perkawinan yang akan dibatalkan oleh Pembanding telah putus (SEMA
No. 2 Tahun 2019 huruf e), yaitu disebabkan oleh kamatian (Pasal 38 UUP jo Pasal
113 KHI). Sehingga menurut penulis gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan
tidak dapat diterima. Maka apabila gugatan pembatalan perkawinan tersebut

dinyatakan tidak dapat diterima, yang mana eksepsi Tergugat/Terbanding tentang

41 Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum
Populer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 161.

42 Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap
Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Praktik, Jurnal
Hukum Acara Perdata (Adhaper), Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017, (Surabaya: Airlangga University
Press, 2017), 115.
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gugatan daluwarsa diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka tuntuan pokok
Penggugat/Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangan lebih lanjut oleh Majelis

Hakim tingkat banding.

Dengan adanya pendapat penulis di atas, maka pada dasarnya menurut penulis
bahwa perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan almarhum Ismail Achmad,
S.H. tidak bisa dibatalkan karena hak Penggugat untuk membatalkan perkawinan
tersebut telah daluwarsa atau telah lewat masanya.

Terlepas dari pertimbangan hakim tentang gugatan daluwarsa di atas, penulis
juga turut menganalisis pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa tentang
waktu pelaksanaan pernikahan antara Ismail Achmad, S.H. (alm) dengan Norliana
adalah terjadi pada tanggal 21 April tahun 2004 bukan pada tahun 2003, hal itu merujuk
kepada keterangan yang ada pada persyaratan nikah seperti N.1 sampai dengan N.5
baik dari calon suami atau calon istri maupun Surat Keterangan Nikah Nomor
043/08/1V//2004 tanggal 24 April 2004.

Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa tentang
identitas terkait nama almarhum suami Pembanding apakah Ismail Achmad, S.H. atau
Ismail saat menikah dengan Norliana, berdasarkan surat-surat bukti berupa P.4, P.5,
P.6, P.8, P.9 dan T.1, T.2, T.3, T.4, T.6 maupun bukti keterangan saksi-saksi yang
diajukan oleh pembanding menyebutkan Ismail Achmad, S.H. maka oleh karena itu
maksud nama tersebut adalah Ismail Achmad, S.H. dan bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil, bukan swasta.
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Berdasarkan pendapat Majelis Hakim di atas, penulis sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim telah berusaha
menerapkan atau merumuskan peristiwa konkret dengan cara mengonstatir. Dimana
hakim mengakui atau membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa atau keadaan seperti
yang telah didalilkan oleh para pihak di muka persidangan. Dengan melihat terlebih
dahulu kepada bukti-bukti tertulis dan bukti keterangan saksi-saksi yang ada

dipersidangan.®

Dapat kita ketahui bahwa dalam membenarkan suatu peristiwa atau kejadian
maka hakim harus melihat terlebih dahulu kepada bukti-bukti yang diberikan oleh para
pihak. Adapun mengenai alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian
perkara perdata diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR
yang terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu
juga ada alat bukti berupa pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan saksi ahli (Pasal
154 HIR).* Kemudian hal ini juga telah sejalan dengan hadits Nabi SAW yang artinya:

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan
Muhammad bin Abdullah bin Numair dia berkata : telah menceritakan kepada
kami Zaid, yaitu Ibnu Hubab telah menceritakan kepadaku Saif bin Sulaiman telah
mengabarkan kepadaku Qais bin Sa'd dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas, bahwa

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menetapkan perkara dengan sumpah dan
saksi”.%

43 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, 107.

4 Enju Juanda, Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia,
Jurnal, Vol. 4, No. 1, (Ciamis: Universitas Galuh, 2016), 28.

4 Imam Abu Hussain Muslim bin al-Hajjaj, English Translation of Sahih, 489-490.
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Sehingga menurut penulis pada pertimbangan Majelis Hakim dalam
menentukan kebenaran waktu pelaksanaan pernikahan dan juga identitas terkait nama

almarhum suami Pembanding telah tepat dan benar.

Pertimbangan hakim selanjutnya ialah mengenai perkawinan yang dilakukan
oleh Ismail Achmad, S.H. dengan Terbanding adalah perkawinan yang dilaksanakan
dengan tidak beritikad baik yaitu adanya pemalsuan identitas dan menggunakan surat
kematian yang tidak benar. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan
mereka tidak menimbulkan akibat hukum sebagai suami istri seperti terhadap hak-hak

kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berlandaskan pada ketentuan Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 pada huruf
(f) bahwa “Perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa
izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap
hak-hak kebendaan antara suami isteri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan
waris”. Sedangkan tentang anak yang dihasilkan dari perkawinan Ismail Achmad, S.H.
dengan Norliana tersebut untuk menjamin kepentingan anak maka dapat diajukan
permohonan asal-usul anak.

Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat-
alat bukti yang diajukan Pembanding dan Turut Terbanding telah nyata bahwa
pernikahan Ismail Achmad, S.H. dengan Norliana (Terbanding) telah terjadi

pemalsuan identitas saat mendaftarkan pernikahannya. Oleh karena terdapat beberapa
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persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang tidak terpenuhi, maka Majelis
Hakim tingkat banding menyatakan perkawinan tersebut tidak sah dan harus

dibatalkan.

Mengenai pertimbangan di atas terkait perilaku tidak beritikad baik dan juga
ada beberapa syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, maka penulis tidak sependapat
pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa apabila perkawinan yang
dilaksanakan dengan tidak beritikad baik, yaitu dengan memalsukan dokumen
kematian juga pemalsuan identitas maka perkawinan tersebut tidak menimbulkan
akibat hukum seperti terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa
nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris. Sebagaimana yang diterangkan dalam

SEMA No. 2 Tahun 2019 huruf (f).

Bahwa menurut penulis seperti sebelumnya dijelaskan di atas, bahwa gugatan
Penggugat/Pembanding seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka
pertimbangan-pertimbangan pada pokok perkara tidak perlu dilakukam oleh Majelis
Hakim tingkat banding, termasuk mengenai permasalahan ini.

Terlebih lagi terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tentang
anak yang dihasilkan dari perkawinan Ismail Achmad, S.H. dengan Norliana tersebut
untuk menjamin kepentingan anak maka dapat diajukan permohonan asal-usul anak.
Bahwasanya penulis sangat tidak sependapat dengan hasil pertimbangan tersebut,

karena pada dasarnya dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa
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“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak
dengan orang tuanya”.

Selanjutnya juga seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Perkawinan, bahwa keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidak
berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.
Sehingga posisi anak akibat pembatalan perkawinan memang mempunyai kedudukan
yang tidak berlaku surut, yaitu artinya anak itu tetap dianggap anak sah sehingga ia
tetap memiliki hak pengasuhan dan kesambungan nasab baik dari ayah maupun dari
ibunya termasuk hak dalam perkara kewarisan.*

Dari kedua pasal di atas, dapat kita pahami bahwa jika batalnya perkawinan
antara almarhum Achmad Ismail dengan Terbanding adalah tidak akan memutus
hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hal itu diperkuat dalam Pasal 28
ayat (2) bahwa pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap
kedudukan anak, yang artinya anak itu tetap dianggap anak sah sehingga ia tetap
memiliki hak pengasuhan dan kesambungan nasab baik dari ayah maupun dari ibunya.
Sehingga menurut penulis, tidak tepat jika hakim memberikan pertimbangan bahwa
untuk menjamin kepentingan anak tersebut harus diajukan terlebih dahulu mengenai

permohonan asal-usul anak ke Pengadilan.

4 Fuad Buchari, Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal: JOM Fakultas Hukum, Vol. 1, No. 2,
Oktober 2014, (Pekanbaru Riau: Universitas Riau, 2014), 13.
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Oleh sebab kedudukan anak tersebut menurut penulis adalah tetap
berkedudukan sebagai anak sah, maka anak tersebut tetap memiliki hak pengasuhan
dan kesambungan nasab baik dari ayah maupun dari ibunya termasuk hak dalam
perkara kewarisan. Sementara apabila kita lihat ketentuan mengenai sebab-sebab
terjadinya waris mewarisi adalah salah satunya karena adanya sebab nasab (keturunan).
Dimana dalam proses penentuan nasab, seorang anak nasabnya akan selalu tersambung
dengan ibunya. Sementara untuk nasab yang tersambung pada ayahnya, maka
disyaratkan agar pernikahan ayah dan ibu dari anak tersebut haruslah terhukumi
sebagai pernikahan yang sah, atau nikah yang fasid atau terjadi dikarenakan wathi’
syubhat.*

Adapun pernikahan yang sah menurut hukum Islam adalah pernikahan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam, yaitu telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Adapun keabsahan perkawinan dalam hukum

positif Indonesia dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

47 gyaiful Amin, Akmal Adicahya dan Hafidzul Aetam, Problematika Hukum Keluarga Islam,
(Malang: Inteligensia Media, 2021), 33.
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Dari pasal di atas tentang keabsahan perkawinan, penulis sependapat dengan
pendapat M. Yahya Harahap, bahwa standar keabsahan perkawinan ialah dilaksanakan
dengan mengikuti hukum masing-masing agama dan kepercayaan mereka. Karena
menurutnya, jika pencatatan menjadi salah satu ketentuan yang menentukan sah
tidaknya perkawinan, maka pasal 2 ini harus menjadi pasal yang tidak dapat dipisah

dalam dua ayat.*

Dari penjelasan di atas, maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa anak dari
Tergugat/Terbanding dengan almarhum Ismail Achmad, S.H. adalah anak sah dari
perkawinan sah orang tuanya. Karena menurut penulis perkawinan antara Tebanding
dan almarhum Ismail telah sah secara agama, yaitu telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan dalam Islam. Hanya saja ada beberapa persyaratan perkawinan secara
administrasi negara yang tidak terpenuhi. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan
perkawinan sah secara agama mereka batal. Sehingga menurut penulis masalah asal-
usul anak tersebut adalah sudah jelas bahwa anak tersebut adalah anak sah, sehingga
anak tersebut tidak perlu melakukan menetapkan asal-usul anak guna menjamin
kepentingannya.

Selanjutnya hakim memiliki kewajiban memberikan putusan, dimana hakim
dituntut dan diwajibkan agar memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Hal ini
tersirat dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, bahwa “Hakim dan hakim

konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil,

48 gyaiful Amin, Problematika Hukum Keluarga Islam, 43.
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profesional, dan berpengalaman dibidang hukum”.*® Kewajiban hakim dalam memiliki
integritas yang adil bertujuan agar putusan yang dihasilkan dapat berdasarkan keadilan
yang seadil-adilnya. Karena sejatinya, hakim dalam memberikan putusannya harus
memperhatikan asas-asas hukum yang seharusnya diterapkan secara proporsional,
yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

Hal itu juga berkaitan dengan peran hakim sebagai aparat penegak hukum dan
keadilan yang berkewajiban untuk menggali, mengikuti serta berusaha memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam tatanan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu “Hakim dan hakim konstitusi
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.”*

Berbicara mengenai keadilan, menurut pendapat L.J Van Apeldoorn keadilan
hukum ialah tidak bisa dianggap sama dengan arti penyamarataan, yaitu bahwa makna
keadilan bukan semata-mata menganggap setiap orang harus mendapat bagian yang
sama rata. Maksud keadilan itu sendiri ialah mewajibkan untuk setiap perkara harus
diukur dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dengan kata lain di sini bahwa
makna adil bagi seseorang belum tentu akan adil bagi orang lain. Adapun hajat hukum

pada dasarnya dapat kita ketahui bahwa hukum ingin mewujudkan pergaulan hidup

49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

50 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

1 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 9.
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antar individu yang saling seimbang dan harmonis agar dapat melindungi dan

menjamin setiap kepentingan mereka.%

Dari teori di atas, maka penulis berpandangan bahwa seharusnya Majelis
Hakim tingkat banding terlebih dahulu berusaha menggali, mencari dan memahami
fakta tentang motif pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pembanding, karena
pada kenyataannya Pembanding telah mengetahui perkawinan almarhum suaminya
dengan Terbanding sudah 7 tahun lamanya baru diajukan permohonan pembatalan
perkawinan. Dimana hal ini akan menimbulkan pertanyaan publik, mengapa tidak
langsung diajukan pembatalan setelah diketahuinya pernikahan kedua tersebut? atau
apakah pembatalan perkawinan yang diajukan tersebut memang murni hanya untuk
membatalkan perkawinan kedua suaminya yang dilakukan tanpa izin poligami dari
Pengadilan? atau justru memiliki tujuan tersembunyi seperti hanya ingin

menggugurkan hak istri kedua dalam perkara waris dan harta bersama.

Karena dalam duduk perkara yang penulis pahami bahwa Tergugat/Terbanding
mempunyai 2 orang anak dari hasil perkawinan Terbanding dengan almarhum H.
Ismail Achmad, yang mana hal itu menurut penulis akan menimbulkan kecemburuan
dan kekhawatiran dari pihak Penggugat/Pembanding yang tidak memiliki keturunan
dari hasil perkawinannya dengan almarhum H. Ismail bin Achmad terkait dengan

masalah harta dan warisan. Terlebih lagi dari keterangan saksi-saksi dalam sidang di

%2 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1993), 11.
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Pengadilan Agama Tanah Grogot sebelumnya, dimana saksi menyatakan bahwa
mendengar almarhum Ismail sebelum wafat telah mendapatkan warisan dari
Singapura.

Dari beberapa pendapat penulis di atas, maka sangat tidak adil jika Majelis Hakim
tingkat banding hanya melihat bukti-bukti yang hanya nampak pada persidangan, akan
tetapi tidak melihat fakta yang ada di lapangan atau dalam kehidupan masyarakat.
Dimana seorang hakim seharusnya dapat terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk
mengenal, merasakan dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup di
masyarakat, agar dapar dijadikan dasar pertimbangan dalam upaya memberikan

putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.>

C. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Setelah
Kematian Suami dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor:
32/Pdt.G/2020/PTA.Smd

Hakim adalah salah satu pelaku penegak keadilan yang secara fungsional
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, dimana pada hakikatnya kekuasaan
kehakiman memiliki dasar pijakan yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan
berdasarkan undang-undang, para aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita,
dan tenaga non-hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materiil maupun formil.

Adapun hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, maka hakim harus

%3 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, 10.
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terlebih dahulu memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana yang
diatur dalam perundang-undangan.>

Dalam Pasal 1 butir 1 sampai butir 7 UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan tentang
ruang lingkup hakim, yaitu hakim pada Mahkamah Agung serta hakim yang berada
dalam badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan pada lingkungan
peradilan umum, peradilan pada lingkungan peradilan agama, peradilan pada
lingkungan peradilan militer, peradilan pada lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan hakim pada lingkungan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan

peradilan tersebut, serta hakim pada lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi.s

Dapat kita ketahui pada dasarnya tugas pokok hakim adalah menerima,
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya. Pada Bab sebelumnya telah diterangkan mengenai tugas dan kewajiban
hakim dalam bidang peradilan secara tertulis diatur dalam Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di antaranya adalah:

1. Peradilan dilaksanakan dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
2. Sistem peradilan negara harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

5 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, 105.
%5 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, 105.
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Hakim serta hakim konstitusi dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya,
wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
Pengadilan dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan hukum dan tidak
boleh membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
Pengadilan harus mengupayakan bagi para pihak pencari keadilan untuk dapat
melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)
UU No. 48 Tahun 2009).

Hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
(Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki sifat dan kepribadian yang tidak
tercela, jujur, adil, profesional, serta berpengalaman dibidang hukum (Pasal 5 ayat
(2) UU No. 48 Tahun 2009).

Hakim dan hakim konstitusi wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku
hakim (Pasal 5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009).

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukum yang mengatur
permasalahan tersebut tidak ada atau kurang jelas, tetapi Pengadilan wajib untuk
memerikasa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
Dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maka susunan majelis
hakim harus sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang

menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
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11. Peradilan dilaksanakan dengan proses sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal
2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

12. Putusan Pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan atau
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun
2009).

13. Pada saat sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis masing-masing terhadap perkara yang sedang
diperiksa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14
ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).%

Dapat kita ketahui bahwa pada pokoknya tugas hakim adalah menerima,
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya. Dijelaskan juga pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang
jelas, tetapi wajib untuk memerikasa dan mengadilinya”. Maka jelaslah bahwa pihak
Pengadilan dan hakim tidak boleh menolak untuk menerima, mengadili dan memutus
suatu perkara yang diajukan kepadanya, meskipun dengan alasan bahwa hukum yang
mengatur permasalahan tersebut tidak ada atau kurang jelas dalam mengaturnya.

Selanjutnya dalam menjalankan sistem peradilan maka dianjurkan agar

peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU

% Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, 106-107.
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No. 48 Tahun 2009). Serta dalam mengadili, pihak Pengadilan dilarang untuk
membeda-bedakan seseorang, seperti membedakan dari status sosial, status ekonomi,
pendidikan, dan lain sebagainya (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Hal ini
bertujuan agar putusan yang dihasilkan dapat diterapkan dan ditegakkan berdasarkan
hukum dan keadilan yang sesuai dengan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun
20009).

Dalam hal memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka hakim diharuskan
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan
berpengalaman dibidang hukum (Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Serta hakim
diwajibkan untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berlaku (Pasal
5 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009).

Agar putusan yang dihasilkan dapat berlaku yang seadil-adilnya bagi para
pihak, maka diwajibkan bagi para Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah
terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat
(1) UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa “Putusan diambil berdasarkan
sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”. Dengan susunan Majelis Hakim
sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal
11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Hal itu juga sejalan dengan anjuran yang ada dalam Islam, berkata Imam
Syafi’i: Allah SWT telah berfirman, “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam

urusan itu”, (Q.S al-Imran: 159). Kemudian hadits dari Abu Hurairah berkata:
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“sekalipun aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah
daripada Rasulullah SAW, dan Allah SWT berfirman dalam Q.S asy-Syura ayat 38,
yang artinya “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara
mereka”.%

Lalu Imam Syafi’i berkata: al-Hasan berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW tidak
butuh untuk bermusyawarah dengan mereka, akan tetapi beliau menginginkan agar hal
itu diikuti oleh para hakim dan pemimpin sesudahnya”. Apabila hakim mendapati suatu
perkara yang mengandung berbagai kemungkinan, maka patut baginya untuk
bermusyawarah. Akan tetapi tidak boleh bagi hakim untuk bermusyawarah dengan
orang bodoh ataupun orang berilmu yang tidak jujur. Akan tetapi bermusyawarahlah
hakim dengan orang yang memiliki ilmu dan juga amanah. Adapun dalam musyawarah
terdapat usaha untuk membuat ridho orang yang berperkara dan menegakkan hujjah
atasnya.®

Setelah Majelis Hakim melaksanaka musyawarah tertutupnya dimana setiap
hakim wajib menyampaikan secara tertulis mengenai pertimbangan hukumnya, yang
mana hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU
No. 48 Tahun 2009). Maka selanjutnya putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai
kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana

ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.

5" Imam Syafi’i, Ringkasan al-Umm Jilid 3, 116.
% Imam Syafi’i, Ringkasan al-Umm Jilid 3, 117.
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Adapun dalam perkara pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd, Majelis Hakim tingkat
banding telah berusaha semaksimal mungkin untuk menerima, memeriksa, memutus
dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal usaha yang dilakukan oleh
Majelis Hakim, selain berpedoman pada peraturan-peraturan yang berhubungan
dengan perkara tersebut, nampaknya Majelis Hakim juga berusaha untuk melakukan
penemuan hukum (rechtsvinding).

Seperti penjelasan pada Bab sebelumnya, bahwa penemuan hukum merupakan
proses menemukan nilai-nilai hukum baik yang terdapat pada peraturan perundang-
undangan maupun nilai-nilai hukum yang hidup di lingkungan masyarakat. Apabila
ketentuan yang ada dalam undang-undang tidak jelas atau kurang jelas dalam peraturan
hukumnya, maka hakim sebagai salah satu pelaksana undang-undang wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat setempat.

Adapun penemuan hukum dalam perspektif Islam biasa dikenal dengan istilah
ijtihad, yaitu menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah pencurahan segenap kemampuan
secara penuh untuk mendapatkan hukum syara’ yang ‘amaly dari dalil-dalil yang
tafshili.®> Adapun pengertian ijtihad menurut pakar ushul figih ialah mencurahkan

segenap kekuatan yang dimiliki untuk dapat sampai kepada simpulan hukum Islam

% M. Syamsudin dan Salman Luthan, Mahir Menulis Kasus Hukum, 131.

60 Abdul Wahhab Khallaf, Mashadir at-Tasyri’ al-Islami fi Ma La Nash fih, (Quwait: Dar al-
Qalam, 1973), 7.
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yang dapat diterapkan atas permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan cara menggali

hukum dari sumber hukumnya.®

Dalam menetapkan hukum melalui ijtihad, bisa jadi hasil ijtihad tersebut berada
di atas hukum yang benar sehingga mujtahid tersebut akan mendapatkan dua pahala,
yaitu pahala telah berusaha berijtihad dan pahala karena sudah berusaha menetapkan
hukum yang benar. Sedangkan apabila penetapan hukum hasil dari ijtihad tersebut
masih keliru maka mujtahid itu hanya akan mendapat satu pahala kebaikan.
Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diterangkan dalam Sahih Muslim, hadits nomor
4487, yang artinya:
“Jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, ternyata
hukumnya benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala, dan apabila

dia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia akan
mendapatkan satu pahala”.®

Pada pembahasan sebelumnya mengenai analisis pertimbangan hakim dalam
memutus perkara ini, menurut penulis Majelis Hakim telah berusaha untuk melakukan
penemuan hukum dalam bentuk metode penafsiran hukum dan juga konstruksi hukum.
Dimana Majelis Hakim mencoba memberikan penafsirannya atas Pasal 1967
KUHPerdata dan juga Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (3)

Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab sebelumnya.

61 Abdul Wahhab Khallaf, ljtihad dalam Syariat Islam, terj. Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar, 2015), 6.

62 Imam Abu Hussain Muslim bin al-Hajjaj, English Translation of Sahih, 495-496.
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Setelah Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-
pertimbangannya melalui peraturan hukum yang ada, maupun hasil penafsiran pasal-
pasal yang berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat
banding memberikan putusannya. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd. Dimana Majelis Hakim
tingkat banding pada pokonya mengabulkan gugatan Pembanding sebagaimana yang
disebutkan pada amar putusan, yaitu :

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor:
440/Pdt.G/2019/PA.Tgt. tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat tidak cukup alasan;
2. Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;

2. Membatalkan perkawinan almarhum H. Ismail Achmad, S.H. dengan
Terbanding/Tergugat (Norliana binti H. Mahmud) yang dilaksanakan pada
tanggal 21 April 2004 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juai

Kabupaten Balangan Nomor: 04/08/1V/2004 tanggal 21 April 2004;
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3. Menyatakan Akta Nikah maupun Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/08/1\V//2004
tanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Juai Kabupaten Balangan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terlepas dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di atas, sebelumnya
perlu kita ketahui bahwa dari banyaknya penelitian yang penulis baca dan pahami,
banyak terjadi pro dan kontra mengenai permasalahan ini. Permasalahan yang menjadi
perdebatan tentunya mengenai bagaimana keabsahan pembatalan perkawinan yang
dilakukan oleh istri pertama atas perkawinan kedua suaminya dengan perempuan lain
yang dilakukan tanpa seizin pengadilan yang mana permohonannya diajukan setelah

suami meninggal dunia?

Terhadap perdebatan permasalahan tersebut, maka tampaknya Mahkamah
Agung Republik Indonesia mencoba memberikan kejelasan aturan dengan
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Pleno Kamar Agama, angka 1
tentang Hukum Keluarga huruf (e), yang menyatakan bahwa “Pembatalan Perkawinan
yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan

tidak dapat diterima”.%

8 Erlan Naofal, dkk., Kompilasi Rumusan Hasil Rapat, 19.
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Dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, maka
seperti yang penulis jelaskan dalam pembahasan analisis pertimbangan hakim
sebelumnya, bahwa penulis berpandangan bahwa putusan dari permohonan
pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada perkara
Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd tersebut seharusnya permohonan Pembanding
dinyatakan tidak dapat diterima. Karena pada asasnya, perkawinan yang akan
dibatalkan tersebut telah putus oleh sebab kematian, sebagaimana yang dijelaskan
dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam,
bahwa “Perkawinan dapat putus karena : (a) kematian (b) perceraian dan (c) atas
putusan Pengadilan”.®

Adapun istilah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dalam ranah hukum
disebut dengan istilah sebagai gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O), yaitu
merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat
diterima disebabkan oleh gugatan tersebut terdapat cacat formil.®* Kemudian Abdul
Manan juga memberikan pengertian bahwa gugatan tidak dapat diterima ialah suatu
gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan

terdapat alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

6 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 343.
8 Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, 114.

6 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 299.
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Menurut M. Yahya Harahap bahwa ada beberapa bentuk cacat formil yang
mungkin terdapat dalam gugatan, salah satunya yaitu karena gugatan tersebut
daluwarsa. Sehingga jika gugatan terdapat cacat formil, maka putusan yang diberikan
oleh Majelis Hakim harus dengan tegas dan jelas menyebutkan dalam amar putusan

bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).e”

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima juga bisa disebabkan karena adanya
eksepsi (bantahan) dari pihak tergugat. Dimana eksepsi tersebut ditujukan pada hal-hal
yang berkaitan dengan syarat-syarat gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan ada
mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan akan
dinyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Jika eksepsi tersebut diterima oleh
Majelis Hakim, maka Majelis Hakim Pengadilan akan memberhentikan proses
pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara tersebut.®

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka pendapat penulis bahwa seharusnya
eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan daluwarsa tersebut dinyatakan diterima,
sehingga gugatan Penggugat/Pembanding akan dinyatakan tidak dapat diterima.
Dimana hal tersebut akan mengakibatkan tuntutan pokok tidak akan dipertimbangkan
lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Sehingga dengan segala pertimbangan yang ada, maka menurut analisis penulis

terhadap putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan setelah kematian suami

67 Jonaedi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer, 161.

8 Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, 115.
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yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor:
32/Pdt.G/2020/PTA.Smd. tersebut adalah keliru dan kurang tepat dalam putusannya.
Karena menurut penulis bahwa Pembanding/Penggugat sudah tidak memiliki hak lagi
dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan almarhum suaminya.
Sebagaimana ketentuan yang ada dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 huruf (e), yang
menyatakan bahwa “Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang

akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Apalagi setelah kita ketahui bersama bahwa permohonan pembatalan perkawinan
tersebut baru diajukan oleh Pembanding setelah 7 tahun lamanya setelah diketahui
bahwa suaminya menikah lagi dengan Terbanding. Dan seperti pendapat penulis
sebelumnya bahwa sangat tidak adil jika Majelis Hakim tingkat banding hanya melihat
bukti-bukti yang hanya nampak pada persidangan, akan tetapi tidak melihat fakta yang
ada di lapangan atau dalam kehidupan masyarakat. Dimana seorang hakim seharusnya
dapat terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan memahami
hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, agar dapar dijadikan dasar
pertimbangan dalam upaya memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan
masyarakat. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa
“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.®

89 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan, 10.
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Terlepas dari pendapat di atas, penulis juga menganalisis mengenai putusan ini
bahwa putusan tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh tiga orang Majelis
Hakim tingkat banding, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun
2009. Kemudian putusan tersebut juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 13 ayat

(2) UU No. 48 Tahun 2009.7

0 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, 106.



